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Abstrak: Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas langkah Pemerintah Indonesia dalam 
mengatasi ancaman terorisme di Papua ditinjau dari perspektif hukum nasional dan hak asasi manusia. 
Papua merupakan wilayah yang menghadapi tantangan keamanan kompleks akibat gangguan 
bersenjata, kekerasan terhadap masyarakat sipil, serta hambatan pembangunan yang berdampak pada 
stabilitas sosial. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan 
pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Sumber data diperoleh dari peraturan 
perundang-undangan, jurnal ilmiah, buku, serta laporan lembaga resmi. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa langkah pemerintah telah memiliki dasar hukum yang kuat melalui Undang-Undang Nomor 5 
Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan kebijakan keamanan nasional. 
Implementasinya dilakukan melalui penegakan hukum, pengamanan wilayah rawan, koordinasi antar 
lembaga, serta program deradikalisasi dan pembangunan sosial. Namun, efektivitas kebijakan tersebut 
belum sepenuhnya optimal karena dipengaruhi kondisi geografis, keterbatasan infrastruktur, dinamika 
sosial lokal, dan belum meratanya rasa aman masyarakat. Dari perspektif hak asasi manusia, kebijakan 
pemerintah pada dasarnya bertujuan melindungi hak hidup dan rasa aman, tetapi tetap memerlukan 
pengawasan agar sejalan dengan prinsip proporsionalitas, akuntabilitas, dan due process of law. 
Penelitian ini menegaskan pentingnya pendekatan keamanan yang tegas, manusiawi, dan 
berkelanjutan. 
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1. Pendahuluan 

Terorisme merupakan salah satu bentuk kejahatan luar biasa yang mengancam 

keamanan negara, keselamatan masyarakat, dan stabilitas sosial. Dalam 

perkembangan hukum pidana modern, tindak pidana terorisme tidak lagi dipahami 
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sebagai kejahatan biasa, melainkan sebagai ancaman serius yang memiliki dampak 

luas terhadap ketertiban umum, ekonomi, serta perlindungan hak asasi manusia. Di 

Indonesia, penanggulangan terorisme telah memperoleh dasar hukum melalui 

Pemerintah Indonesia dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagai perubahan atas Undang-

Undang Nomor 15 Tahun 2003. Regulasi tersebut memberikan kewenangan lebih luas 

kepada aparat negara dalam melakukan pencegahan, penindakan, deradikalisasi, dan 

perlindungan masyarakat dari ancaman terorisme. Namun, penerapan hukum tersebut 

tetap harus memperhatikan prinsip negara hukum dan penghormatan terhadap hak 

asasi manusia (Butt, 2021).  

Dalam beberapa tahun terakhir, kawasan Papua menjadi wilayah yang mendapat 

perhatian nasional karena adanya gangguan keamanan bersenjata, serangan terhadap 

warga sipil, pembakaran fasilitas umum, intimidasi masyarakat, serta penyerangan 

aparat negara. Sejumlah tindakan kekerasan tersebut menimbulkan korban jiwa, 

perpindahan penduduk, dan terganggunya pelayanan pendidikan maupun kesehatan. 

Data Badan Nasional Penanggulangan Terorisme menunjukkan bahwa pola ancaman 

keamanan di wilayah timur Indonesia semakin kompleks karena melibatkan 

penggunaan senjata, penyebaran propaganda, dan eksploitasi kondisi geografis yang 

sulit dijangkau (BNPT, 2023). Kondisi ini menuntut langkah pemerintah yang tidak 

hanya cepat dan tegas, tetapi juga tepat secara hukum. 

Pemerintah Indonesia melalui berbagai institusi seperti Tentara Nasional Indonesia, 

Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme 

telah melakukan berbagai upaya penanggulangan, antara lain operasi keamanan, 

penegakan hukum, peningkatan intelijen, pengamanan objek vital, dan program 

deradikalisasi. Dari sudut pandang hukum nasional, langkah tersebut merupakan 

bentuk kewajiban negara untuk melindungi warga negara dari ancaman kekerasan. 

Menurut Siregar dan Harahap (2022), negara hukum tidak hanya dituntut menjaga 

keamanan, tetapi juga memastikan bahwa setiap penggunaan kewenangan tetap 

berada dalam koridor legalitas, akuntabilitas, dan proporsionalitas. Pandangan ini 

sejalan dengan prinsip konstitusional bahwa keamanan nasional dan hak warga negara 

harus berjalan beriringan. 

Walaupun demikian, efektivitas langkah pemerintah di Papua masih menjadi bahan 

diskusi akademik. Di satu sisi, operasi keamanan dinilai mampu menekan eskalasi 

kekerasan di beberapa wilayah dan melindungi fasilitas publik strategis. Di sisi lain, 

masih terdapat tantangan berupa medan geografis yang berat, keterbatasan 

infrastruktur, minimnya akses pelayanan publik, serta adanya ketidakpercayaan 

sebagian masyarakat terhadap aparat negara. Penelitian dari Wahyuni (2024) 

menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan keamanan di daerah konflik sangat 
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dipengaruhi oleh pendekatan dialogis, pembangunan sosial, dan partisipasi 

masyarakat lokal, bukan semata-mata tindakan represif. Dengan demikian, ukuran 

efektivitas tidak cukup dilihat dari jumlah operasi atau penangkapan, tetapi juga dari 

terciptanya rasa aman dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat. 

Aspek hak asasi manusia juga menjadi dimensi penting dalam penanggulangan 

ancaman terorisme. Setiap tindakan aparat penegak hukum harus tetap menghormati 

asas due process of law, praduga tak bersalah, perlindungan warga sipil, serta larangan 

tindakan berlebihan. Pendekatan keamanan yang mengabaikan HAM justru berpotensi 

memperpanjang konflik dan memperbesar resistensi sosial. Sebaliknya, penegakan 

hukum yang profesional dan berkeadilan dapat memperkuat legitimasi negara di mata 

masyarakat. Penegakan hukum yang baik harus berorientasi pada kepastian hukum, 

keadilan, dan kemanfaatan sosial sehingga kebijakan keamanan negara tetap berada 

dalam koridor hukum dan perlindungan masyarakat (Siregar, 2017). 

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk menilai sejauh 

mana efektivitas langkah Pemerintah Indonesia dalam mengatasi ancaman terorisme 

di Papua berdasarkan hukum nasional, serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip hak 

asasi manusia. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dan 

praktis bagi pembentukan kebijakan keamanan yang tegas, proporsional, dan 

berkeadilan. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini difokuskan pada 

bagaimana efektivitas langkah Pemerintah Indonesia dalam mengatasi ancaman 

terorisme di Papua berdasarkan hukum nasional, serta bagaimana kesesuaian langkah 

Pemerintah Indonesia dalam penanggulangan terorisme di Papua dengan prinsip hak 

asasi manusia. 

2. Metode 

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif karena berfokus pada analisis 

norma, asas, dan kaidah hukum terkait efektivitas langkah Pemerintah Indonesia 

dalam mengatasi ancaman terorisme di Papua berdasarkan hukum nasional dan prinsip 

hak asasi manusia. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-

undangan, konseptual, dan kasus. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk 

menelaah UUD NRI Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, KUHAP, serta regulasi lain yang berkaitan 

dengan keamanan nasional dan perlindungan HAM. Pendekatan konseptual digunakan 

untuk menganalisis konsep efektivitas hukum, negara hukum, keamanan nasional, 

proporsionalitas, dan due process of law, sedangkan pendekatan kasus digunakan 

untuk menelaah praktik kebijakan pemerintah dalam penanggulangan ancaman 

terorisme di Papua dalam lima tahun terakhir. Bahan hukum yang digunakan terdiri 

atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi 
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kepustakaan dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, kebijakan 

resmi pemerintah, jurnal ilmiah, buku, laporan lembaga negara, serta sumber hukum 

pendukung lainnya. Seluruh bahan hukum dianalisis secara kualitatif dengan metode 

deskriptif-analitis dan preskriptif untuk menilai efektivitas kebijakan pemerintah serta 

kesesuaiannya dengan prinsip hak asasi manusia. 

3. Hasil & Pembahasan 

3.1.  Efektivitas Langkah Pemerintah Indonesia dalam Mengatasi Ancaman 

Terorisme di Papua Berdasarkan Hukum Nasional 

Secara yuridis, langkah Pemerintah Indonesia dalam mengatasi ancaman terorisme di Papua 

memiliki dasar hukum yang jelas melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Undang-undang tersebut memberikan kewenangan 

kepada negara untuk melakukan pencegahan, penindakan, deradikalisasi, serta perlindungan 

korban. Selain itu, negara juga memiliki kewajiban konstitusional untuk melindungi segenap 

bangsa Indonesia dan menjaga keamanan wilayah. Dalam kerangka negara hukum, setiap 

tindakan pemerintah harus dilakukan berdasarkan legalitas, kewenangan yang sah, dan 

akuntabilitas publik (Butt, 2021). 

Dalam praktiknya, pemerintah telah menempuh berbagai langkah melalui sinergi Tentara 

Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Badan Nasional 

Penanggulangan Terorisme. Bentuk kebijakan tersebut meliputi pengamanan wilayah rawan, 

penindakan terhadap kelompok bersenjata, penguatan intelijen, penjagaan objek vital, serta 

program deradikalisasi dan kontra-radikalisasi. Dari sisi penegakan hukum, pendekatan ini 

menunjukkan adanya respons negara terhadap ancaman yang dapat mengganggu 

keselamatan masyarakat sipil dan fasilitas publik. Menurut Prasetyo dan Nugroho (2023), 

koordinasi antar lembaga keamanan menjadi faktor penting dalam keberhasilan 

penanggulangan ancaman terorisme di daerah dengan medan geografis sulit. 

Namun, efektivitas kebijakan tersebut belum sepenuhnya optimal. Hal ini disebabkan oleh 

kondisi geografis Papua yang luas dan berat, keterbatasan infrastruktur, hambatan distribusi 

pelayanan publik, serta adanya dinamika sosial-politik lokal yang kompleks. Dalam beberapa 

kasus, tindakan penegakan hukum mampu menekan eskalasi serangan bersenjata, tetapi 

belum secara konsisten menciptakan rasa aman yang merata bagi masyarakat. Penelitian 

Wahyuni (2024) menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan keamanan di wilayah konflik tidak 

hanya bergantung pada operasi aparat, tetapi juga pada kehadiran negara melalui pendidikan, 

kesehatan, dan pembangunan ekonomi. Dengan demikian, efektivitas langkah pemerintah 

dapat dinilai berada pada tingkat cukup efektif dari aspek penegakan hukum dan respons 

keamanan, tetapi masih memerlukan penguatan dari sisi pendekatan sosial dan pembangunan. 

Negara perlu memadukan kebijakan represif yang sah dengan kebijakan preventif agar 

ancaman terorisme dapat diatasi secara berkelanjutan. 

 



Bambang Agus Pariyono, et al. 

499 
 

3.2.  Kesesuaian Langkah Pemerintah Indonesia dalam Penanggulangan 

Terorisme di Papua dengan Prinsip Hak Asasi Manusia 

Dalam perspektif hak asasi manusia, negara berhak mengambil tindakan keamanan 

untuk melindungi warga negara dari ancaman kekerasan. Namun, kewenangan 

tersebut dibatasi oleh prinsip legalitas, proporsionalitas, necessity, dan due process of 

law. Artinya, tindakan aparat harus dilakukan secara terukur, berdasarkan hukum, dan 

tetap menghormati martabat manusia. Prinsip ini juga sejalan dengan kewajiban 

Indonesia sebagai negara hukum demokratis yang menjunjung hak konstitusional 

warga negara (Aoláin, 2021). 

Langkah pemerintah di Papua pada dasarnya telah menunjukkan upaya perlindungan 

masyarakat melalui pengamanan fasilitas umum, evakuasi warga sipil saat terjadi 

gangguan keamanan, serta penindakan terhadap pelaku kekerasan bersenjata. 

Kebijakan tersebut merupakan bentuk perlindungan hak hidup, hak atas rasa aman, 

dan hak memperoleh pelayanan publik. Dalam konteks ini, penanggulangan ancaman 

terorisme tidak dapat dipandang semata sebagai tindakan koersif, tetapi juga sebagai 

kewajiban negara melindungi masyarakat dari rasa takut dan ancaman kekerasan. 

Meskipun demikian, tantangan HAM tetap perlu diperhatikan. Dalam situasi konflik 

keamanan, potensi terjadinya penggunaan kekuatan berlebihan, salah tangkap, 

pembatasan akses informasi, atau dampak psikologis terhadap masyarakat sipil harus 

diantisipasi melalui mekanisme pengawasan yang ketat. Penelitian Siregar dan 

Harahap (2022) menegaskan bahwa legitimasi kebijakan keamanan akan meningkat 

apabila disertai transparansi, akuntabilitas, dan mekanisme pengaduan masyarakat 

yang efektif. Oleh sebab itu, pendekatan keamanan tanpa kontrol hukum berpotensi 

menurunkan kepercayaan publik. 

Kesesuaian dengan prinsip hak asasi manusia juga menuntut adanya kebijakan non-

represif. Program pendidikan, dialog sosial, pemberdayaan ekonomi, serta 

perlindungan kelompok rentan merupakan bagian penting dari strategi keamanan 

yang manusiawi. United Nations Development Programme (2023) menegaskan bahwa 

keamanan berkelanjutan hanya dapat dicapai apabila masyarakat memperoleh 

keadilan sosial dan kesempatan hidup yang layak. Dalam konteks Papua, pendekatan 

tersebut sangat relevan untuk membangun kepercayaan antara masyarakat dan 

negara. 

Berdasarkan analisis tersebut, langkah Pemerintah Indonesia dalam penanggulangan 

terorisme di Papua secara umum telah memiliki orientasi perlindungan HAM, namun 

implementasinya masih perlu diperkuat melalui pengawasan independen, 

profesionalitas aparat, serta perluasan kebijakan kesejahteraan. Dengan demikian, 
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keamanan dan hak asasi manusia harus ditempatkan sebagai dua tujuan yang saling 

melengkapi, bukan saling bertentangan. 

4. Penutup 

Pemerintah Indonesia dalam mengatasi ancaman terorisme di Papua telah memiliki 

dasar hukum yang jelas melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme serta berbagai kebijakan keamanan nasional. 

Dari aspek efektivitas, langkah tersebut menunjukkan hasil yang cukup nyata melalui 

pengamanan wilayah rawan, penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan, 

perlindungan objek vital, serta upaya menjaga keselamatan masyarakat sipil. Namun, 

efektivitas tersebut belum sepenuhnya optimal karena masih dipengaruhi kondisi 

geografis yang sulit, keterbatasan infrastruktur, dinamika sosial lokal, dan belum 

meratanya rasa aman di seluruh wilayah. Oleh karena itu, pemerintah perlu 

memperkuat sinergi antar lembaga, meningkatkan kehadiran pelayanan publik, 

memperluas pembangunan pendidikan dan ekonomi, serta mengedepankan 

pendekatan preventif agar penanggulangan ancaman terorisme tidak hanya bersifat 

reaktif, tetapi juga berkelanjutan. 

Dari perspektif hak asasi manusia, kebijakan pemerintah pada prinsipnya bertujuan 

melindungi hak hidup, hak atas rasa aman, dan ketertiban masyarakat. Meskipun 

demikian, setiap tindakan penanggulangan terorisme harus tetap berlandaskan asas 

legalitas, proporsionalitas, akuntabilitas, dan penghormatan terhadap martabat 

manusia. Potensi penggunaan kekuatan berlebihan, dampak psikologis masyarakat 

sipil, serta menurunnya kepercayaan publik harus dicegah melalui pengawasan yang 

efektif dan profesionalisme aparat. Karena itu, pemerintah perlu memperkuat 

mekanisme kontrol internal dan eksternal, membuka ruang dialog dengan masyarakat 

lokal, serta menempatkan pendekatan kesejahteraan dan keadilan sosial sebagai 

bagian dari strategi keamanan. Dengan langkah tersebut, keamanan di Papua dapat 

diwujudkan secara lebih manusiawi, adil, dan sejalan dengan prinsip negara hukum. 
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